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BACAAN PENDUKUNG
Dapat diakses di info@forestpeoples.org

 Studi kasus jamak/multiple case studies konflik 
antara komunitas dengan perusahaan dan 
pemerintah

 1. Kasus2 konflik perkebunan sawit (satu kasus 
komunitas vs perusahaan perkebunan dan 
pemerintah).

 2. Konflik perkebunan karet (satu kasus 
komunitas vs korporasi dan militer).

 3. Kasus konflik tambang (kasus satu komunitas 
vs perusahaan pertambangan)

 4. Satu kasus konflik perkebunan yg berhasil 
diselesaikan di luar peradilan.

 5. Satu kasus konflik pertambangan yang 
berhasil diselesaikan di luar peradilan.

 6. satu kasus konflik perkebunan yang 
komunitas berhasil
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BACAAN PENDUKUNG

Oil Palm Plantations, Customary Rights, and Local 
Protests: A West Sumatran Case Study

• Bagaimana konflik perkebunan antara sebuah 
masyarakat hukum adat dengan berbagai 
korporasi perkebunan kelapa sawit muncul dan 
berkembang.

Afrizal. 2007. Negara dan konflik agraria: studi kasus 
pada komunitas pusat perkebunan kelapa sawit 
berskala besar di Sumatera Barat. Masyarakat, 
Kebudayaan dan Politik. Vol. 20 / No. 3.

http://journal.unair.ac.id/BIKF@berkala-ilmiah-kimia-farmasi-media-15.html


BACAAN PENDUKUNG

The Journal of Peasant Studies
 The land exclusion dilemma and 

Sumatra’s agrarian reactionaries
David E. Gilbert & Afrizal, 2018. 

Klaim keaslian dan 
persoalan perjuangan 
melawan eksklusi akses 
terhadap tanah



BACAAN PENDUKUNG

 Buku ini menyajikan analisis 
konflik agraria 
menggunakan sudut 
pandang sosiologi.

 Pembahasan fokus pada 
konflik agraria struktural di 
Indonesia.



Ada 3 cara konflik 
didefinisikan









Tentang Konflik Agraria…

BUKAN INI
 Bukan persaingan.
 Bukan  pelanggaran aturan.
 Bukan tindakan kekerasan itu sendiri.

INI DIA
 KONFLIK ADALAH PERTENTANGAN 

KEPENTINGAN ANTARA  2 PIHAK DALAM 
SUATU RELASI SOSIAL.

 KONFLIK DAPAT PULA BERARTI
 SATU PIHAK MEMAKSAKAN 

KEHENDAKNYA KEPADA PIHAK 
YANG LAIN DALAM SUATU RELASI 
SOSIAL. 

KONFLIK= 
KETIDAK 
SESUAIAN 
TUJUAN YANG 
DIWUJUDKAN 
DALAM SUATU 
RELASI SOSIAL

Ini Konflik?

Ini 
konflik



Tentang Konflik Agraria…

Konflik Agraria

 Pertentangan kepentingan antara 2 pihak 

dalam suatu relasi sosial berkenaan dengan 

penguasaan dan pengontrolan sumber-
sumber agraria.

 Atau satu pihak memaksakan kehendak kepada 
pihak lain dalam satu relasi sosial untuk 
menguasai dan mengontrol sumber-sumber 
agraria.

 Relasi sosial 
produksi.

 Relasi sosial 
pembebasan 
tanah.

 Relasi sosial 
penetapan 
kawasan 
lindung.

 Relasi sosial 
penetapan 
kawasan 
pertambangan

 dll.



Perilaku Konflik Agraria

• Tindakan yang dilakukan oleh 
para pihak untuk 
memperjuangkan kepentingan, 
memaksakan kehendak, dan 
mempertahankan kepentingan.

Kontradiksi 
kepentingan

Kondisi 
kognitif 

Perilaku 
konflik/
Strategi 
konflik



Konflik Agraria di Pulau Sumatera

• Bukan konflik antarkelas Marxis, bukan konflik antara 
pemilik/pengontrol sumber-sumber agraria dengan pekerja/buruh.

• Tetapi:
• Konflik antarkelas ala Ralf Dahrendorf, konflik antara pihak yang memiliki 

otoritas (wewenang) dengan yang tidak. 
o Pemerintah vs komunitas adat----relasi pemerintah-rakyat.

o Pimpinan adat vs warga komunitas adat/anggota kelompok kekerabatan (relasi pimpinan 
dengan yang dipimpin dalam komunitas). 

• Konflik antarkelompok status/kelompok identitas.
o Komunitas/kelompok kekerabatan vs korporasi. 

o Komunitas/kelompok kekerabatan  vs komunitas//kelompok kekerabatan.



Negara/pemerintah

Komunitas Korporasi

 Mengapa 
komunitas melawan 
pemerintah dan 
korporasi 
berkenaan dengan 
penguasaan dan 
pengontrolan 
sumber2 agraria?

 Pemerintah memaksakan 
kehendak kpd komunitas/kel. 
kekerabatan untuk membuat 
mereka menyerahkan tanah, 
sementara komunitas 
berkeberatan.

 Perusahaan memaksakan 
kehendak kpd komunitas/kel. 
untuk membuat mereka 
menyerahkan tanah, 
sementara komunitas 
berkeberatan.

 Komunitas memaksakan 
kehendak kpd pemerintah 
untuk menyerahkan tanah, 
kpd komunitas, sementara 
pem. berkeberatan.

 Komunitas memaksakan 
kehendak kpd perusahaan 
untuk membuat mereka 
menyerahkan tanah, 
sementara perusahaan 
berkeberatan. 

4 KEMUNGKINAN 

SOAL OVERLAPING CLAIM OF 
OWNERSHIP



Sudut pandang saya



Cara yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Korporasi  Menguasai 
Sumber2 agraria dalam wilayah komunitas adat

1. Menggunakan instrumen 
kekerasan

 Kekerasan fisik.
 Kekerasan psikis. Perlawanan

Menolak 
tindakan 
kekerasan

2. Manipulasi 
informasi/Tdk
transparan

Konsekuensi 
hukum dari HGU 
tidak disampaikan

Takicuah
dinantarang

Persoalan 
persetujuan

Komunitas melawan karena menolak paksaan



Kegandaan Hukum yang Berlaku (Struktural)

Komunitas adat menggunakan hukum 
adat, sedangkan pemerintah dan 
korporasi menggunakan hukum 
negara. 
Norma keduanya bertentangan. 

oMisal: menurut hukum adat 
tanah dimiliki bersama oleh 
komunitas (hukum adat), 
berlawanan dengan hukum 
negara=tanah milik negara.





Politik Ekologi

 Peminggiran pengelolaan 
komunitas.

 Eksklusi akses warga 
komunitas tempatan. 

Perlawanan



 Kebijakan ekonomi 
perkebunan.

 Kebijakan ekonomi 
pertambangan.

 Kebijakan ekonomi 
eksploitasi hutan.

 Kebijakan investasi



Kekuasaan= kemampuan untuk 
mempengaruhi pihak lain dalam 
suatu relasi sosial.

Komunitas adat tidak menggunakan 
metode resistensi orang lemah, 
melainkan menggunakan senjata 
orang kuat.
Senjata bertanding. 



Konflik Agraria 
Struktural di 

Indonesia



Mitigasi

• Penanganan konflik agraria struktural di Pulau Sumatera perlu 
mempertimbangkan penyebabnya.

• Apa solusi?
• Teori: konflik dapat diselesaikan dengan memberikan alternatif.



Skema Status Hak Status Tanah Subyek Hak Konflik

Hutan Desa/Nagari Pemanfaatan Negara Pemerintah 
desa/nagari

Akses, bukan 
kontrol

Hutan 
Kemasyarakatan/H
km

Pemanfaatan Negara Kelompok 
Tani

Akses, bukan 
kontrol

Hutan Tanaman 
Industri

Pemanfaatan Negara Perorangan Akses, bukan 
kontrol

Hutan Adat Milik Kolektif Milik 
Masyarakat 
Hukum Adat

Masyarakat 
Hukum Adat

Kontrol, 
bukan akses



FPIC yang 
diperjuangkan

Perilaku korporasi dan 
pemerintah

Keperluan penggunaan 
FPIC

Sukarela/Mandatori

 Sukarela: pasar 
sebagai 
instrumen

 Mandatori: 
Regulasi 
pemerintah

Advokasi

Perilaku 
komunitas

NGO



Terima kasih



• Bening:
• Negara ini, negara apa: pro kapitalis besar, belum enabling.
• Gaimana dg teori post struktural ttg konflik. Teori Habermas. Tindakan komunikatif.
• Mengapa masih segitiga, mengapa tdk bulat.
• Lalu apa posisi gerakan sosial: oposisi atau kompromi. Teori mediasi

• Yul:
• Indonesia majemuk dan berkonflik.
• Pertikaian antar kelompok dlm kelompok etnis dayak yang telah selesai ketika agama 

masuk.
• Kemajemukan suku masih tetap adat. Solidaritas etnis.
• Ini perlu regulasi konflik.

• Ade Candra:
• FPIC efektif untuk hal yang akan perolehan tanah. Tetapi tidak untuk konflik yang 

telah terjadi lama. Remedial. 
• FPIC vulantori. apakah tidak bisa mandatory.



• Negara punya roh untuk mengatur dan kerana itu konflik agraria akan 
terus terjadi sepanjang zaman. 

• MHA vs negara.

• Negara yang ada MHA. Hutan adat=MHA hidup.

• Devolusi= HKM dll


